
 
 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 
TAHUN  2014 NOMOR 5 

BUPATI KUTAI TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2014 

TENTANG  

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUTAI TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan 

yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 

umum APBD, keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 

yang menyebabkan  sisa lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur 

Tahun Anggran 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 

tentang  Pembentukan  Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  

Kutai ... 
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Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan 

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1999 Nomor 175 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3896), sebagaimana 

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2000 (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1085 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tanbahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 3851);  Undang-Undang 

Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawab Keuangan Negaran  

Lembaran ... 
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(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 

tentang Sisten Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4421);    

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4438);   

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5587);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20                   

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4090);      

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65                  

Tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah  

Lembaran ... 
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(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4138);     

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66                    

Tahun 2001  tentang  Retribusi  Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4139);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24                

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004 Tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 20075 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4712);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23                   

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan ... 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24                  

Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55             

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56                     

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010                   

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5155) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan ... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 30                     

Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65                     

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  

tentang Pelaporan Keuangan  dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali,  terakhir  dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas  

Peraturan ... 
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Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  

13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kutai Timu Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 

Nomor 7 Tahun 2013 Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

dan 

 
BUPATI KUTAI TIMUR 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
Pasal 1 

 
 Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun  

Anggaran ... 
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Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.3.288.964.264.293 

bertambah sejumlah Rp. 273.213.617.172 sehingga 

menjadi Rp.3.562.177.881.465 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan Daerah  

1. Semula  Rp.2.929.291.274.000 

2. Bertambah Rp.   260.440.192.000 

         Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

 Rp.3.189.731.466.000 

b. Belanja Daerah  

1. Semula Rp. 3.288.964.264.293 

2. Bertambah Rp.    273.213.617.172 

         Jumlah Belanja setelah Perubahan 

 Rp.3.562.177.881.465 

        Surplus/(Defisit)         Rp.   (372.446.415.465) 

c. Pembiayaan  Daerah  

1. Penerimaan  

a) Semula Rp.   389.172.990.293 

b) Bertambah Rp.      12.773.425.172 

               Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

 Rp.401.946.415.465 

2. Pengeluaran  

a) Semula  Rp. 29.500.000.000 

b) Bertambah Rp.                        0 

              Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

 Rp. 29.500.000.000 

           Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan   

 Rp. 372.446.415.465 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan 

Rp.  0 
 

     

Pasal 2 ... 
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Pasal 2 

 
 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 1 terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula Rp.69.071.900.000 

2. Bertambah Rp. 25.090.596.173 

        Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah       

Perubahan               

 Rp. 94.162.496.273 

b. Dana perimbangan  

1. Semula Rp.2.444.922.913.000 

2. Bertambah Rp      72.148.248.877 

        Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan                 

 Rp 2.517.071.161.877 

c. Lain-lain pendapatan daerah  yang sah 

1. Semula Rp.415.296.461.000 

2. Bertambah Rp.163.201.346.950 

        Jumlah Lain-lain pendapatan daerah  yang   

sah setelah Perubahan 

 Rp.578.497.807.950 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud  

pada ayat  (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan: 

a. Pajak Daerah  

1.  Semula Rp. 24.920.000.000 

2.  Berkurang Rp. 23.721.000.000 

         Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 

 Rp. 48.641.000.000 

b. Retribusi Daerah 

1.   Semula 

2.   Bertambah 

 

Rp. 3.131.000.000  

Rp  2.224.496.500 

            

            Jumlah ... 
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           Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 

 Rp. 5.355.496.500 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

1. Semula Rp. 3.300.000.000 

2. Bertambah Rp. 4.794.654.998 

           Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan setelah Perubahan  

 Rp. 8.094.654.998 

d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang  sah 

1. Semula Rp. 37.720.900.000 

2. Berkurang Rp.  (5.649.555.325) 

           Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah 

yang  sah setelah Perubahan 
 Rp.32.071.344.675 

 

 
 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. Semula Rp. 1.863.743.724.000 

2. Bertambah Rp.       72.148.248.877 

         Jumlah Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil   

Bukan Pajak setelah Perubahan 

 Rp.1.935.891.972.877 

b. Dana Alokasi Umum  

1. Semula Rp. 565.746.999.000 

2. Bertambah Rp.                          0 

        Jumlah Dana alokasi umum setelah    

Perubahan 

 Rp. 565.746.999.000 

c. Dana Alokasi Khusus  

1. Semula Rp.   15.432.190.000 

2. bertambah ... 
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2. Bertambah Rp.                      0 

        Jumlah Dana alokasi Khusus setelah 

Perubahan 

 Rp.   15.432.190.000 
 

     

 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimakasud  pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 
1. Semula Rp. 288.573.000.000 

2. Bertambah Rp. 174.917.333.950 

              Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi  
        setelah Perubahan 

 Rp.463.490.333.950 

b. Dana Penyesuaian  

1. Semula Rp.  53.952.461.000 

2. Berkurang Rp. (10.778.487.000) 

               Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan 

 Rp.  43.173.974.000 

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

Pemerintah Daerah lainnya 

1. Semula Rp. 72.771.000.000 

2. Berkurang Rp.     (937.500.000) 

              Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi  

   setelah Perubahan 

 Rp.   71.833.500.000 
 

    
Pasal 3 

 
  

(1) Belanja  Daerah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 

1 terdiri dari 

a. Belanja ... 
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a. Belanja Tidak Langsung  

1. Semula Rp. 949.847.375.293 

2. Bertambah Rp.     2.881.802.164 

        Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 

Perubahan 

 Rp.952.729.177.457 

b. Belanja Langsung  

1. Semula Rp. 2.339.116.889.000 

2. Bertambah Rp.   270.331.815.008 

         Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 

 Rp.2.609.448.704.008 

 
(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula Rp. 688.477.375.293 

2. Berkurang Rp.  (24.452.197.836) 

        Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

 Rp. 664.025.177.457 

b. Belanja Subsidi  

1. Semula Rp. 8.750.000.000 

2. Bertambah Rp. 2.250.000.000 

        Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan 

 Rp.  11.000.000.000 

c. Belanja hibah  

1. Semula Rp.  81.875.000.000 

2. Bertambah Rp.  26.270.000.000 

       Jumlah Hibah setelah Perubahan   

 Rp.    108.145.000.000 

d. Belanja bantuan sosial  

1. Semula Rp.  11.845.000.000 

 

2. Berkurang ...  
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2. Berkurang Rp.   (1.000.000.000) 

        Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan 

 Rp.  10.845.000.000 

e. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan 

Desa 

1. Semula Rp. 155.900.000.000 

2. Berkurang Rp.       (186.000.000) 

         Jumlah bantuan keuangan kepada 

Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah 

Perubahan 

 Rp.155.714.000.000 

f. Belanja tidak terduga  

1. Semula Rp. 3.000.000.000 

2. Bertambah Rp.                      0 

        Jumlah tidak terduga setelah Perubahan 

 Rp.3.000.000.000 
 

      
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai   

1. Semula Rp.   222.830.728.403 

2. Bertambah Rp.22.972.123.691,50 

        Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

 Rp. 245.802.852.094,50 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula Rp. 685.598.494.677 

2. Bertambah Rp. 120.208.069.644,50 

       Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 

Perubahan 

 Rp. 805.806.564.321,50 

 

c. Belanja ... 
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c. Belanja Modal  

1. Semula Rp. 1.430.687.665.920 

2. Bertambah Rp. 127.151.621.672 

         Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 

 Rp.1.557.839.287.592 
 

    

Pasal 4 
 

 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan  

1. Semula Rp. 389.172.990.293 

2. Bertambah Rp.   12.773.425.172 

          Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

 Rp.  401.946.415.465 

b. Pengeluaran  

1. Semula Rp. 29.500.000.000 

2. Bertambah Rp.                         0 

          Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

 Rp. 29.500.000.000 
 

   

 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya 

1. Semula  Rp. 389.172.990.293 

2. Berkurang Rp.   12.773.425.172 

     Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya 

     setelah Perubahan   

 Rp. 401.946.415.465 

 

(3) Pengeluaran ... 

 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf b terdiri dari jenis  pembiayaan : 

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

1. Semula  Rp. 29.500.000.000 

2. Berkurang Rp.                        0   

       Jumlah Penyertaan Modal daerah 

 Rp. 29.500.000.000 
 

  
  

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan  dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran  I Ringkasan Perubahan APBD; 

 
2. Lampiran  II Ringkasan Perubahan APBD 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran  III Rincian Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran  V Rekapitulasi Perubahan Belanja 

Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan Pemerintahan 

Daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan Keuangan Negara;  

6. Lampiran  VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai 

Per Golongan dan Per Jabatan; 

6. Lampiran ... 

 

7. Lampiran  VII Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang telah ditetapkan 
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            Pasal 6 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati 

Kutai Timur menetapkan Peraturan tentang Perubahan 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

     
            Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kutai Timur. 

Ditetapkan di Sangatta  

pada tanggal 22 Oktober 2014  

BUPATI KUTAI TIMUR, 

 
              ttd 

 
 

    H. ISRAN NOOR 
 

Diundangkan di Sangatta 

pada tanggal  27 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUTAI TIMUR,  

           

H. ISMUNANDAR 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5 

 

dengan Peraturan Daerah; 

8. Lampiran  VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun 

anggaran sebelumnya yang belum 

diselesasikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran  IX Daftar Pinjaman Daerah dan 

Obligasi Daerah. 

PROSES  SURAT 

NO N A M A JABATAN PARAF 

1. Drs.H. Ardiansyah 
Sulaiaman 

Wabup  

2. Ir. H. Ismunandar, MT SEKDA  

3. Drs. H. Syafruddin, MAP ASS. I  

4. Nora Ramadani, SH.,MH Plt. Kabag. 
Hukum 

 

5.    


